
bahwa berdaaarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan 
Mentert Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lemba.ga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 
yang menyebutknn bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
peraturan da.n penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa 
dan Lemba.ga Adal Desa di Kelurahan diatur dengan 
Peraturan Bupati/Pcraturan Wali Kota. perlu membentuk 
Peraturan Wall Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan dan 
l..cmbaga Adat Kelurahan; 

t. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oacrah 1'ingkat D di Sulawesi [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 
Tambahan lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembamn NegaraRepublik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembllran Negara Republik 
Iadoneeia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undanga» (Lembaran Negwa Repubhk 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana relah diubah beberapa kall terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor I Tabun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemberan 
Negiua Republik Indonesia Nomor 6757): 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 560 I) 
eebagannana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembnran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!Jk Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan f'y,ffierintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik tndonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran N~ll'lra 
Republlk Indonesia Nomor 6206) dlcabut sebagjan 
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 54, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6770); 

7. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentulcan Produk Hukum Oaerah (Bcnta 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
eebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteii 
Oalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembenrukan Produk Hukum 
Daerab (Bcrlta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8. Peraturan M~nteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Oeaa dan LemtJaaa 
Adat Deaa (Bcrlta Ncpra Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 569); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang 
Karang Taruna (Berlta Negara Republik lndonceia 
Tahun 2019 Nomor 1654): 

10. Peraturan Menteri Keeehaian Nomor 8 Tabun 201<1 
teniang Pemberdayaan Maoyarakat Bidang KesehAU.n 
(Berita Negare Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
272); 

l I. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pela.ksanaan Peraturan Presidcn 
Nomor 99 Tahun 2017 ten tang Ocrakan Pemberdayaan 
dan KeaeJ&.hteraan Keluargii (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 580); 
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Oalam Peraruran Wali Kota lnl yang dimakaud dengan: 
I. Daerah adalah Kota Makaasar. 
2. Wall Kota &dalah Wali Kota Makaa9ar 
3. Pemerintah Daerah adalah pemngkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, 
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh camat. 
5. Camat adal.ah Kepala Kccamatan dalam Kota Makaayr, 
6. Keluraban adalah bagian wilayah dari Kecamamn 

sebagai perangkat Keearnatan yang dipimpin oleh 
Lurah. 

7. Lu rah adatah Kepala Kelurahan dalaJn wilayab Kota 
Makassar 

8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah 
partisipaai masyarakat, aebagai mltra Pemerlntah 
Kelurahan. ikut serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan penpwasan pembangunan, ettta 
meningkatlcan pelayanan ma.syarakat Keluraban. 

9 Rukun Tetangp yang aetanjutnya disingkat RT adalah 
lemhaga kemasyarakan dan mitra Pemerinlah Daerah 
yang memUlld peranan dalam memelihara dan 
melestarikan nilai nilai kehidupen kemasyarakatan 
yang berduarkan swada)·a, kegotong royongan dan 
kekeluargaan dalam rangka meningkatl<an 
keaejahteraan, ketentraman dan ketertiban <la.lam 
kehidupan bermasvarakat, 

10. Rukun Warga yang selar\jut.nya disingkat RW adalah 
Lemhaga maayarakat yang diakul clan dibina oleh 
Pemerintah untuk memelihara dan melesta.rikan nllal­ 
nllal kehldupan ma.syarakat Indonesia yang 
berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan aerta 
untuk membantu menlngkatkan kelancaran tugilS 
Pemerintahan, pembangunan, dan kemaayaraka.tan d1 
Kelurahan. 

MEMUTUSKAN· 

PERAnJRAN WAU KOTA TENTANO LEMBAOA 
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAOA ADAT KELURAHAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 
2001 trntang Pedoman Pembentukan Lemhaga 
Pemberdayaan Masyarakat Dalatn Daerah Kota 
Makas"8J' (Lembaran Daerah Kota Mnkailsar Tahun 
2001 Nomor 84); 
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I I. Lembaga Pemberdayaan Maayarakat yang selanjutnya 
di&ingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan dan 
wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra 
pemerintah, ikut serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 
menlngkatkan pelayanan ma.ayarakat clan 
menggcrakkan pe.rtisipaai masyarakat dalam 
pelakeanaan pembangunan di Kelurahan, 

12. Porum Komunilmsi Lcmbaga Pemberdayaan 
M11ayarakat selanjutnya diaingkat PK·LPM adalah 
wadah komunikasi LPM dalam wilayah Kecamatan. 

13. Aeosiaai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
eelanjutnya disebut Asosiasi LPM adalah wadah 
komunikast FK-LPM dalam Daerah, 

l4. Kamng Taruna adalah organisasi ynng dibentuk oleh 
ma.ayarakat sebagai wadah generasr muda untuk 
mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas 
daaar kesadaran serta tanggungjawab aoaial da.rl, oleh, 
dan untuk generaei muda. )'ang berorientasi pada 
tercapainya kesejahteraan 80Sial bagi masyare.kat. 

15. Pcmberdayaan dan K~ahleraan Kcluarga yang 
eelanjutnya diaingkat PKK adalah gerakan dalam 
pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan 
untuk masyarakat, monaju terwujudnya keluargayang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
bcrakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, 
meju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, 
aerta kesadaran hukum dan lins)cungan. 

16. ~lompok Kerja yang selanjutnya dieebut Pokja adalah 
Krlompok kerja yang dibentuk dalam rangka 
peoyelenggiuaan program kerja. 

17. J'oa Pelayanan Terpadu yang selanjutoya disebut 
Posy and u adalah salah satu ben tu k u pay a kesehatan 
bersumber daya masyarakat yang dikelola dan 
dlselenggareken dari, oleh, untuk dan bersama 
maayarakat dalam penyelenggaraan pembangunan 
keeehatan, guna mexnberdayalcan masyarakat dan 
memben1can kemudahan Upeda muyarakat datam 
mem~leh pelayanan keeehatan dasar untuk 
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bay!. 

18. Kader Posyandu adalah anggota masyare.kat yang 
dJpilih, be1 aedia, mampu, dan memiliki wa.ktu uotuk 
meogelola kegiatao posyaodu. 

19. lndlkator kinerja Lembaga Kcmnsyarakatan Oeaa di 
Kelurahan adalah penilaian yang dilalrukan terhadap 
pelakaanaan fungsi dan tup.s serta kewenangan 
Lcmbega Kemaayarakatao Kelurahan. 
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Ruang lingkup darl Peraturan Wall Kota lnl meliputi: 
a. pembentukan dan penetapan i.....mi.p 

Kemuyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan; 
b, penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 
c. fungsi dan tugius aerta kewenangan Lembaga 

Kemaayarakatan Keturahan; 
d. kewajtban dan hale Lembaga Kemaayarakatan 

Kelurahan; 
e, pengangk.atan dan pemberhentlan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan; 

BABW 
RUANO UNGKUP 

Paaa13 

(1) Makaud Peraturan Wali Kota ini aebaglll pedoma.n bagi 
Pemenntah Daerah dalam melakukan penataa.n da.n 
perkuatan funpi Lembaga Kemasyarakatan di 
Keturahan. 

(2} Tltjuan Peraturan Wall Kota ini untuk; 
a. mempertega.a kedudukan Lembaga Kemasyarakatan 

dan Lembaga Adat di Kelurahnn; 
b. meningka.tkan fungei dan tup.s .. rta kewenangii.n 

Lemba811 Kemasyarakat Kelurahan; 
c. memperiuas peran pengurus Lembaga 

Kemaayarakatan Kelurahan dalam membanru 
penyelenggiu1l&D pemerintahan; 

d. mewujudkan kepengurusan Lembaga 
Kemaayarakatan Kelun>.han yang bedrualitaa. 
memiliki kemampuan, kernauan serta semangat 
kerja untuk membantu pemerintah daerah; dan 

e menjamin kelancaran ~ pett)clenggaraan 
Pcmerintahan kelurahan, 

BAB 11 
MAKSUD DAN 'l'UJUAN 

Pesa! 2 

20. Lorong Wisata yang selanjutnya diaebul LONGWIS 
adalah lorong di Dacrah yang memilik:i karakter dan 
potensi aebagai deetinasi wisata, 

21. Soml>ere dan Smart City adalah sebuah konoep kota 
cerdaa/pintaryangmembantu masyarakatyangberadn 
di dalamnya untuk mengetola sumber daya yang ada 
aecnra efisien dan membenlcan infonnasi yang tepar 
kepada masyarakat dalam melakukan kcgiatannya 
ataupun mengnnlislpast kejadlan yang lidak terduga 
sebelumnya. 
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(I) Lembaga Adat Kelurahan dapat dibentuk oleh 
Pemerintah Kclurahan dan masyarakat KelurahAn. 

(2) Pcmbentukan Lembaga Adal Kelurahan eel)Qgalmana 
dimaksud pada ayat ( l) dengan mcmenuhi pcrsyaratan: 
a. berasaekan Pancaslla dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. llktif mengembangkan nilai dan adat istiadat 

setempat yang tidal< bertcntangan dcngan hak asasi 
manusia <Ian dipatuhi oleh maeyarakat; 

e, bcrkedudukan di Kclurahan .etcmpat; 
d. keberadaannya bcrmanfaat dan dibutuhkan 

Pemerintah sc:rta masyaraka1 di Kelurahan; 

Pasal5 

Bagian Kedua 
Pembentukan Lembaga Adat Kclurahan 

(I) Lemhagjl Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa 
Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 
eebagaimana dimaksud pada ayat (I) dcngan 
mcmenuhi persyaratan: 
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Oasar 

Negara Republik Indonesia Tahun l 945; 
b. berkedudukan di Kelurahan setempat; 
c. keberadaannya bermanfaat dan diburuhkan 

Pemerintah sertn masyarakat di Kclurahan; 
d. memiliki kepengUrusan yang tetap: 
e. memihlci sekrewiat yang bersifat t.etap; dan 
t. tidal< beraliliasi kepada partai politik. 

Pasal 4 

Baguin Kesatu 
Pembenrukan L.emhaga Kemasyarakatan Kelurahan 

BAB IV 
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN l..EMBAGA 

KEMASYARAKATAN Kfil.URAHAN DAN 
LEMBAOA ADAT KEL.URAHAN 

r. peran aena Lemhaga Kemasya.rakatan Kelwahan; 
g. pcmbinaan dan pengawasan Lemba.ga Kemaayarakatan 

Kelurahan; 
h, hubungan kerja; 
1. masa bakti Ketua dan Pengurus Lemba.ga 

Kemasyarakatan Kelurahan; dan 
j, pembiayaan. 



( 1) Pen gurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan paling 
rendah terdlrl atas: 
a. ketua: 
b. sekretarte: 
c. bendahara; dan 
d, bldang &e3Uai dengan kebutuhan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai l'mgurus Lembaga 
Kem.aayarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (ti 
dlarur dengan Keputusan Wall Kota. 

Bagian Keaatu 
Pengurus Lembap 

Kemasyarakatan Kelurahan 

Pasal 7 

BABV 
l..EMBAOA KE:MASYARAKATAN KELURAHAN 

( 1) Penetapan jenis Lembaga Kemaayarakatan di 
Kelurahan paling rendah meliputJ: 
a. RT; 
b. RW: 
c. l..PM; 
d. PKK; 
e. Kara.ns Taruna; dan 
r. Poayandu 

{2) ""1nerlntah Kelurahan dan maayarakat Kelurahan 
<blpat ~bentuk Lembaga Kemaayarakatan oelain 
aebag,aimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan. 

(3) Ketentunn lebih Janjut mcngcnai Penetapan Le.mbaga 
Ada( Kelurahan diatur dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 6 

Bagian Keliga 
Penetapan Lembag,a l<euuu.yarakatan Kelurahan dan 

Lembag,a Adat Kclurahan 

e, memiliki kepengurusan yang tetap; 
f rnemilild sekretariat ynng beraifat tetap; dan 
g. tidak berafiliasi kepada partai politik. 
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Bagian Kedua 
Pengiala.n Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga 

Pasal 8 

(1) Kclembaga.an RT dan RW diiai mclalui pemllihan Kctua 
RT dan Ketua RW 'IC(:Rl"8 langsung oleh "'RJ'ga 
masye.rakat. 

(2) Tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW diatur 
lcbih lanJut dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 
Penglaian Lcmbaga Pemberdayaan Masyarakat 

ParagraJ 1 
Persyaratan Ketua dan Pengurus 

Lembaga Pemberda,yaan Masyarakat 

Pasal 9 
(1) Syarat Calon Kerua LPM yakni: 

a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 
b. warp Negam Republik lndoneeia: 
e. llCtia dan taat kepada Pancasrla dan Undang-Undang 

DaJiar I 945; 
d. berusla minimal 30 (tign puluh) tahun sejak 

dicalonkan sebagal ketua !.PM; 
e. bcrdomisili dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan 

aetempat minimal 12 (dua belaaJ bulan dengan tid.ak 
terpurue-purus atau berpindah rempat, aerta 
terclaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu 
tanda penduduk eetempat; 

r. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat 
Ketcrangan Catatan Kcpolisian; 

g. berpcndidikan paling rcndah Sekolah Menengah 
Al.as/ atau sederajat (dibuklikan dengan ija28h); 

h, aehat rohani dan jasmani scrta bebas narkoba 
dengan dibuktikan sura; keterangan dokter; 

l. mempunyai komitmen, krpedulian dan kemampuan 
dalam pemberdayaan maayara.kat; 

j. berllCdia clan mampu mertjalin kcrjasama yang balk 
dan melakukan koordmasi dcngan Jembaga 
kemuyarakatan kelurahan lalnnya, lurah, carnal 
dan/ atau Pemerintah Oaerah yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan; 

k. bereedia bekerja sama dan mengctahui, mendukung 
vial dan misi strategi pemerintah kota dalam 
menaukseskan terlakeananya program serta arah 
kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung 
tlnggl kepentingan bangaa dan negara diatas 
kcpentingan pn1ladi dan gotono.n. 
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I. tidal< menjabat pada lembaga kemaeyarakatan 
kelurahan lainnya; 

m. udak menjadi pengurus inti aalah satu partai politik; 
dan 

n. mempunyai kemarnpuan, kapaaltas, kapabilitas dan 
loyalitas yang tinggi kepada Pernermtah Daerah. 

(2) Syarat Caton Pengurus LPM yakni: 
a. benaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. warp Nepra Republik lndoncaia; 
c. eetla dan taat kepada Pancaaila dan Undang-Undang 

Dasar 19'15; 
d. berusla minimal 30 (tiga puluh) tahun sejak manjadl 

calon pengurus LPM; 
e, berpendldikan paling rendah Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas/atau sedentjat (dibuktikan dengan 
ijaiah); 

f. berdornlslll dan bertempat ttngpl tetap di Kelurahan 
setempat minima) 12 (dua belaa) bulan dengan tidak 
terpurue-putus atau berpindah tempat, aerta 
terdaftar pada kartu kcluarga dan memiliki kartu 
tanda penduduk eetempat; 

g. berkelakuan baik yang dibuklikan dengan Surat 
Keterangan Catatan KepoUslan; 

h sehAt rohani dan jaemani &erta bebas narkoba 
dengan dibuktikan sumt keterangan dokter; 

[, mampu bekerjasama dalam menjalan.kan serta 
menyukeeskan arah kebijakan Pemerintah Oaerah 
dengan menjunjung tinggi kepentingan Bangsa dan 
Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan; 

j. bersedta dan taat kepada aturan LPM yang diatur 
oleh ketua LPM Kelumhan yang ditetapkan Lurah 
setempet; 

k. mempunyai kemrunpuan, kapa11itae, kapabflitas, dan 
loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Daerah; 

l, tidak menjadl pengurus inti ealah satu partaI politik; 
dan 

m. bersedia dan mampu meruahn kerjasama yang baik 
dan melakukan koordinati dengan lemhaga 
kemasyaralcatan kelurahan wnnya, Lu.rah, camat 
dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan 
dengan surat pemyataan. 
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Paragraf2 
Pemilihan Ketua dan Pengurua 

Lembaga Pemberdayaa» Masyarakat 

Pasat 10 

(II Penyetenggaraan pemllihan ketua LPM cblaksanalcan 
oleh Panitia Pelaksana. 

(2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setempat aetelah 
mendapat pe1 eetujuan CamaL 

(3) Panitla pela.kaana pemilihan ketua LPM eebagairnana 
dimaksud pade ayat (I) berjumlah 7 orang yang terdiri 
clari unsur. 
a. perangkat kecamatan 2 (dua) orang; 
b. perangkat kelurahan 2 (dua) orang; 
c. perwakilan I (satu) orang darl ketua RT 
d. perwakilan I (aatu) orang darl ketua RW 
e. cokoh masyarakat I (saru) orang. 

(4) Suaunan panltia pelaksana ketua LPM eebapimana 
dimakaud pada ayat (I) terdiri danc 
a. ketua; 
b. aelcretaris; dan 
c. anggota. 

(5) Panit:la pelaksana ttdak dapat dicalonkan dan/atau 
mencalonkan diri sebagai Ketua LPM. 

(6) TugM dan wewenang panitia pelakaana; 
a. menyclengarakan pemiliban eecara tertib; 
b. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib 

pemilihan;m 
c. menyusun jadwal aesuai tahapan pemilihan; 
d. memerikaa, meneliti dan memverifikasl perayaratan 

calon ketua LPM; 
e. mengajukan usulan penetapan ca1on ketua I.PM 

unruk mendapatkan pereetujuan dari Lurah 
dan/atau Camat; 

( melaksana.kan pemilihan jika telah merulapatkan 
pereetujuan dari Lurah/Camat; 

g. panltia pelaksana sebagaimana dlmaksud e,yat (I) 
melapcrksn basil pemilihan ketua U'M terpUib 
kepada Lurah yang dituanaJ<.en daJam br-rita acara 
dan disampaikan kepada Wall Kota melalui Carna.t 
untuk ditetapkan dengan Keputuaan Wall Kota; 

b. masa kerja panitia pemilihan berakhir setelab 
pcnetapan Keputusan Wali Kota tentang 
pengangkatan Ketua I.PM basil mueyawarah. 
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Pasal 11 

(II Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal LO ayat (6) huruf c, terdiri dart: 
a. penjaringan; 
b~ wawancara; 
c, pemilihan; clan 
d. penetapan hasil, 

(2) penjarlngan aebagaimana dimakeud pada ayat (I) huruf 
a yalcni: 
a. setiap RW atau gabungan beberapa RW dapat 

mence.lonkan l (satu) orang atau lebih calon ketua 
l,PM dan apabila sampai dengan batas akhir 
pelaksanaan penjaringan hanya diperoleh I (satu) 
calon ketua LPM maka pelaksanaan pemilihan tetap 
dilakeanakan guna memllih calon runggal; 

b. setelah bata.s waktu Yan& ditentukan, make. panitia 
menetapkan calon ketua Ll'M. 

(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
byakni: 
a. calon Kenia LPM yang ditetapkan diwawancara oleh 

panitia pemilihan: 
b. panitla melakukan wawance.ra terhadap calon ketua 

l..PM; 
c, apabila calon ketua LPM dinyatakan layak maka 

panitla menetapkan c.alon Jang dimaksud untuk 
muuk t.ahap pemilihan. 

(-!) Pemilih.an aebagaimana dimak.aud pada ayat (1) huruf c 
yalcru: 
a. pemilihan dilalrukan mclalul musyawarah 

Kelurahan dihadiri •1. dari unsur yang dilibatkan 
eebagailnana de.lam pasal 11 ayat (7) 

b. apablla dalam pelaksanaan pemilihan tidak dihadirl 
dari % sebagaimane dimaksud pada huruf a, make. 
peml.lihan Ketua LPM tidak dapal dilanjutkan <Ian 
panitia membuat jad\\al untuk pelaksanMn 
pemilihan berikutnya; 

(7) ~ilihan Kerua LPM dilakukan melalui Forum 
Musyawarah Kelurahan dengan membcrikan 
kewenangan kepada panitia pelaksana untuk 
melibatkan unsur yang terdiri: 
a. Camat; 
b. Lurah; 
c Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan; 
d. Ketua Frr /RW; dan 
e, Tokoh Masyarakat. 

(8) Tahapan pemilihan dan penetapan Ketua LPM di 
tuangkan dalam berita acara. 
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(I) Ml!kaniame Pengangkatan Ketua dan Pengurus FK-LPM 
Kec:amatan yaitu: 
a. ketua dan Pengurus F'K·LPM Kecamatan dipilib 

melalui musyawarah mufakat oleh ketua LPM 
Kelurahan di wi~·ahnya; 

b. ketua dan Pengurus F'K-1,PM Kec:amatan yang telah 
dltetapkan wajib mengundurknn dlri sebagai Ketua 
LPM Kelurahan: 

c. ketua l'K·LPM Kecamatan terpilih, menyusun 
kepengurusan untuk disampaikan kepada Camat: 
dan 

d. camat menyampaikan usul pengurus f'K·LPM 
Kecamatan kepada Wall Kota untuk ditetapkan 
denpn Keputusan Wali Kota. 

(2) M~kanlame P<mgo.ngkalall Ketua dan Pen gurus Aaosiasl 
LPM Kota yaitu: 
a. ketua dan Pengurus AllOSiasl LPM Kota dipilih 

melalui musyawarah mufakat oleh ketua FK-LPM 
Kccamatan; 

b, ketua Asosiasi LPM Kota yang trlah ditetapkan we.Jib 
mengundurkan diri ape.bila oebagai Kerua FK-LPM 
Kec:amatan; 

Pasal 13 

(I) Pemilihan Pengurus LPM yaknl: 
a. ketua LPM terpillh berhak menyusun pengurus LPM 

seeuai dengan kebutuhan di willl.)lahnya; 
b. ketua 1.PM terpilih de.pat meUbatkan Ketua RW, 

Ketua RT, lembagi>. kemasyamkaran lainnya, dara/ 
atau tokoh masyarakat dalain penyusunan 
kepcngurusarut}'B; 

e. ha&il penyusunan pen guru a LPM disampaiko.n 
kepada Lurah; 

d. lurah menyampeikan susunan pengurus LPM 
Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat untuk 
diletapkan dengan Keputusan Wall Kota. 

Pasal 12 

e, apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak 
d1hadiri '4 dari jumlah peeerta musyawarah maka 
jumlah yang hadir dlanggap eah untu k 
melaksanakan pemilihan Ketua LPM; dan 

d. pcnetapan hasil pemilihan Ketua LPM wajib 
dituo.ngkan dalam berita acara yang ditanda tangani 
eeluruh panitia pemilihan acrta Ketua LPM terpilih, 
clan aaksi dari unsur kelurahan dan kecamatan. 

-rz- 



(1) Poeyandu dibentuk dan/atau diisi atas dasar 
kebutuhan masyarakat, dikclola oleh, darl, Wituk clan 
bcreama masyarakaL 

Bagian Kelima 
Pengiaian Kelembagaan Poe Pelayanan Terpadu 

Pasal 16 

(I) Kelembagaan Karang Taruna dipilih secara 
musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan 
keputusan masing-masing tingkatan. 

(2) Mengenal teknis pengisian kepenguruean K.arang 
Taruna senantlaaa mengaeu pada peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Tata cara pemilihan Karan& Taruna dilaksanakan 
-ua1 ketenruan penmdang-undanpn. 

PasaJ 15 

Ragian Keempat 
Pengusian Kelembogaen Kuang Taruna 

Bagian Kedga 
Pcngiaian Kelem~berda,yaan 

Kesejahteraan Keluarga 

Pa&al 14 

( 1) Pengisian Ketua TP P](l{ Tingkat Kota secara aistematis 
dljabe.t oleh isteri/surun.i Wall Kota. 

(21 Pengisian Ketua TP PKK Tlngkat Kccamatan secara 
8iaWtlatis dijabat oleh isteri/euami Camat.. 

(3) PenQiaia.n Ketua TP PKK Tingkat K"IW'llhan ...,.,...... 
aietematia dijabe.t oleb isteri/euaml Lu.rah. 

(4) Ktlembagaan PKK dibentuk clan diisi berdasar pada 
kelanjutan h.irarki pembentukan pengurus Tim 
?<.naaerak PKK dari tingkat Kota, Kecamatan dan 
Kelurahan serta dapat dipilih melalui keputusan di tiap 
tingkatan. 

(S) Mengenai teknis pelaksanaan pengieian kepenguruean 
TP-PKK senantiasa mengaeu pada peraturan 
per-undang-undangan. 

c. ketua Asosiasi LPM Kota terpilih, menyuaun 
kepengurusan untulc disamprukan kepada Wali Kota 
melalut ?<.rangkat Daerah yang membidangi urusan 
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan 

d. pengurus Asosiasi LPM Kota ditetapkan dengan 
Kepu uean Wali Kota. 
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(1) P'ungsi LPM meliputi: 
a. wadah penampungan dan penyaluran aspira.si 

masyarakat dalam pcmbangunan di wilayah 
kcrjanya; 

b, penyusunan rencana, pelakeanaan, pengendalian, 
pelcstarian, dan pengembe.ngan basil pembangunan 
e«ara partisipatif; 

c, penumbuhkembangan, clan penggerak prakarsa, 
partiaipasi, swadaya, acrta gotong royong 
ma11yara.kat; 

d. pendayagunaan dan pcngcmbangan potensi sumber 
daya alam serta kelestatian llngkungan hidup; 

e. pcngswalan program PrioritM Pemerintah Oaerah; 
<Ian 

f. penanaman clan Pemupukan rasa persatuan dan 
kesatuan ma.syarakat dalaJn rangka memperkokob 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pa.ragaf2 
Fungal Lembaga Pemberdayaan Maayarakat 

PasaJ 18 

Fungsi RT dan RW meliputi: 
a. penampungan dan penyaluran uplrasl masyarakat di 

wlla,yah k~anya; 
b, penanaman dan pemupukan r&llll persatuan dan 

kcaatuan ma.syarakat; 
c. penlngkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada 

warga masyatakat;dan 
d. penumbuhan, pengembang.an dan penggera.kkan 

prakarsa, peran serta, swadaya, serta gotong royong 
masyatakat. 

Bagian Kc81ltu 
P'unpl Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

Paragraf I 
Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga 

Pasal 17 

BAB VJ 
PUNOSI DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN LEMBAOA 

KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

(2} Kepengurusan Posyandu di pilih melalui pengambilan 
keputuean di masing-masing tlngkatan. 

(3) Mcngenai tcknis pelakeanaan kepengurusan 
senantlasa mengacu ke ketcntuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Paragraf 4 
Fungsi Karang Taruna 

Pasal 20 
Fungsi Karang Taruna meli pu ti; 
a. adminietrasi dan manajerial merupakan 

penyelenggaraan keorganisasian dan administrUi 
kesejahteraan sosial Karang Taruna: 

b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan 
organisasi, meningkatkan kapasrtas generasi muda, 
pemberian kemudahan. dan pendampingan untuk 
generasi muda dan masyarakat; 

c. mediasi merupakan upaya menengabi penyelesaian 
pennasalahan sosial yang ada di masyarakat; 

d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya 
melakukan komunikasi dan memberikan inform.asi 
untuk sosialisasi kebijkan, program, dan kegiatan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan 
usaha, dan/atau mitra kerja; 

e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan 
upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi 
dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan perlrembangan 
teknologi; 

Fungsi PKK meliputi: 
a. menghimpuo, menggerak:kan dan membina potensi 

masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program 
pokokPKK; 

b. merencanakan, melaksanakan, memantau. 
mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok 
PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakac 

c. melakukan eupervisi, advokasi dan pelaporan secara 
berjenjang terkait program Oerakan PKK; dan 

d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

(2) Fungsi FK·l.PM mcllputi: 
a. sebagai wadah penampungan dan penyaluran 

aspirasi LPM Kelurahan di wilayah Kecamatan; 
b. pelaksanaan koordinasi antar LPM Kelurahan dalam 

wilayab Kecamatan; dan 
c. pelaksanaan sosialiaasi program dan kebijakan 

Pemerintah Daerah di wilayah Kecama.tan. 
(3) Fungsi Asosiasi LPM Kota meUputi: 

a. sebagai wadah penampuogan dan penyaluran 
aspirasi FK·LPM Kecamatan; dan 

b, pelaksanaan koord.inasi antar FK·LPM Kecamatan. 

Paragraf3 
Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Ke!uarga 

Pasal 19 
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mengembangkan partisipasi, 
swadaya masyarakat serta 

menyalurakan aspirasi menampung 
masyarakat; 

a. men,yusun rencana pembangunan bersama 
masyarakat dan Pcmmntah Kelurahan _.are 
paniaipatif; 

b. menggerakkan dan 
gotong-royong, den 

dan 

( t) Tugas LPM meliputi: 

Paragraf2 
Tugaa Lembaga Pl=berdayaan Maayarakat 

Pasa! 23 

Bagian Kedua 
Tugaa Lembaga Kemaayarakatan Kelura.han 

l'anlgra! I 
Tugaa Rulrun Tetangga dan Rukun Warga 

Paeal 22 

Tugaa RT dan RW meliputl: 
a. melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; 
b. berperan aena dalatn percncanaan dan pelaksanaan 

pembangunan; dan 
o. rneningkatkan pelayanan masyarakat di wilayahnya. 

Paragra£5 
Fungai Poe Pela,yanan Terpedu 

Paaal 21 
FUngsi Posyandu aebagai wadah pemberdayaan masyarakat 
dalam menggali informasi dan keterampilan dari petugas 
kepada masyarakat dan antar sesame masyarakat dalam 
rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angl<a 
k.ematian ba}i dan angka kemanan balita eena penanganan 
keeehatan masyarakat. 

r. advokasl eoaial mcrupakan upaya un1uk melindungi 
dan membela gcnera.si muda dan maayarakat yang 
dilanggar haknya; 

g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan 
memacu pencapaian preetast generasi muda; 

h. peedampingan merupakan upaya untuk menjalin rela.si 
aosial dengan kelompok yang diberdayakan 
menggunakan berbagal sumber dan potensi guna 
meni.ngkatkan kesejahteraan sosial; dan 

i. pelopor merupakan upaya merlntis dan menggerakka.n 
inovasi clan kreativiw dalam penyelenggaraan 
Ke~ahteraan Sosial clan pengembanp.n gencraai 
muda. 
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Tugaa Posyandu metlputi; 
a. menanggutangi masatah-masalab kesehatan, sosiaJ 

aecara preventif, persuasif, dan represif; 
b. peningkatan pengetahuan dan kcmampuan 

maayara.kat dalam mengenali dan mengatasi 
permasalahan keeehatan; 

c, P<"Dingkatan k:emiu-aan dan partisipR&i lintaa aektor, 
lembaga kemaeyarakatan, organisasi kemasyarakatan, 
dan swasta; dan 

Paragra.f 5 
Tugaa Pos Petayonan Tcrpndu 

Pasal 26 

Tugae Karang Taruna meliputl: 
a. mengemb<>.ngkan potensi gene.real mudo dan 

maeyarakat:don 
b, berperan aktif dalam pen~ dan penanggutangan 

permasalahan sosial metalui rehabilitasi oosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosiat, clan perlindungan 
aosiat serta program prioritas nasiooal. 

Paragraf 4 
Tugas Ke.rang 1'aruna 

Pa811125 

Tugaa PKK adal8J' melakukan pendataan potenst keluarga 
dan masyarakat, penggerakkan peran sen.a masyarakat dan 
pengf'ndalian tcrhadap 10 (et!puluh) program PKK. 

Paragraf 3 
Tugas Pemberdayaan Keet!jahtcraan Keluarp 

Pa.sat 24 

e. meJaksanakan konlinasi dan koneultasi dengan 
mitra kerja datam rangka perencanaan 
pembangunan di wilayahnya; 

d. memantau pelaksanaan pembangunan; dan 
e. menumbuhkcmbangkan peran serta maeyarakat 

dalam pelaksaan pembangunan. 
(2) Tugas l"K-LPM Kecamatan meliputi: 

a. meningkatkan peran aktif LPM Kelurahan di wilayah 
Kecamatan; dan 

b. mcnjalin koordinasi antar LPM Kclurahan di wilayah 
Kecamatan. 

(3) Tugas Asosiaei LPM Kota meliput: 
a. meningkatkan peran aktif FK-1..PM Kecamatan;dan 
b. menjalin koordinasi an tar FK-LPM Kecamatan. 
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Keluarga; 
b. menjalin kemitraan antar lemba.ga kemasyarakatan 

di Kelurahan dan Pemerintab Daerah. 
(4) Kewenangan Karang Taruna melipud: 

a mewujudkan kesadaran tanggung jawab SOSlal di 
setiap generasi mud& dalam mengantisipasi, 
mencegah, dan menangkal berbagai pennasaJah 
sosial; 

b. mengembengkan kemampuan generasi muda, 
membangun karakter generasi muda, 
mengembengkan potensi dan kemampuan generasi 

perencanae n, pelaksanaan, dan monitoring 
pembengunan dan kemasyarakatan; 

b. menjadi motivator dalam menciptakan ling)cungan 
yang bersih; 

c. mensosialisasikan program Pcmerintah Daerah 
kepada masyarakat di wilayab kerjanya; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleb 
Pemerintah Daerah. 

(3) Kewenangan PKK meliputi: 
a. melaksanakan Pemberdayaan 

datam Kelurahan Pemerinteh a. membantu 

Bagian Ketiga 
Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

Pasal 27 

(I) Kewenangan RT dan RW meliputi: 
a. membantu pemerintah kelurahan dalam bida.ng 

pelayanan pemerintaban; 
b. membantu pemenntah kelurahan dalam mencapai 

realisaal target Pendapatan Daerah; 
c. menciptakan lingkungan yang bersih; 
d, membantu sosiali"8si program-program Pemerintah 

Daerab kepada masyarakat di wi.Jayab kerjanya; 
e. mendeteksi dini kerawanan sosial dalam 

menciptakan ketentraman dan ketertiban di 
wilayabnya; dan 

f, melaksanakan mgas lain yang diperintahkan oleh 
Pemerintah Daerah, 

(2) Kewenangan LPM, FK-LPM Kecamatan, dan Asosiesi 
LPM meliputi: 

d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
meliputi kesebatan ibu.bayi dan balita, kesehatan anak 
usia sekolah dan remaja, kesehatan usia produktif, 
kesebatan lanjut usia, kesehatan kerja, perbaikan p 
masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan 
penyakit menular clan tidak menular, kesehatan jiwa, 
kesiapetagaan bencana dan krisis kesehatan. 
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{l) Kewajiban Ketua RW memenuhr ~painya indilcator 
kinerja dida8arkan pada terpcnuhinya capaian 
indikator Kinerja Ketua RT di wilayahnya, yang 
pelaporannyn berbasis pada QRCod e, 

(2) Kewajiban Ketua RT melakuka.n pemenuhan indil<ator 
ldnerja yang telab ditentukan betdasar pada pelaporan 
berbasis QRCode, mellputi: 
a. LONOWIS; 
b. Bank Sampah; 
c. Retribusi Sampah; 
d. Pajak Bumi dan Bangunan; 
e. Sombeni dan Smarl City; 
f. Buku Administrnsi RT dan RW: dan 
g. Deteksi Dini Kerawanan Sosiat 

(3) Kriteria penilaian indJkator LONOWIS sebagaimana 
dimaksud P'!dll ayat (2) hurur a mcliputi: 
a. jumlab LONOWIS yang ditangani oleh masing­ 

masing Ketua RT dan dibina oleh Ketua RW; 
b t...-.edianya bukti dokumenta.ei roto kondiGi dan (oto 

tahapan kegjatan penanganan dan pembinaan 
LONOWIS mulai 25 % (dua puluh Iima perseratus), 
50 % (lima puluh perserarus) hingga 100 % (eeratus 
perseratua) 

(4) Kriteria penilaian indikator Bank Sampah sebagaimana 
dimnksud pada ayat (2) huruf b mcliputi: 

Pasa128 

Baglan Kesatu 
Kewajiban dan Hal< Ketun Rukun Tcrangga 

dan Rulnln Warga 

BAB VD 
KEWAJIBAN DAN HAK LEMBAOA 
KEMASYARAKATAN KEWRAHAN 

muda, mengembang)<an jiwa dan semangat 
kewirauaahaan eoaial generaai muda menuju 
kemandirian dalam upaya meningkatkan 
keseiahteraan sosial; 

c, memotivasi generasi muda dan menjalin sinergj eerta 
kerjasama kemittaan antar generasi muda dengan 
berba{:al pibak dalam mewujudkan peningkatan 
kesejabteraan sosial. 

(5) Kewcnangan Posyandu 8dalab mernbantu Pemerintab 
Oaerah dalam peningk.aran pelayanan kceehatan 
mas~·arakaL 

19- 



a. bttjalannya proses pemilahan sampah rumab 
tangga; dan 

b. jumlah Warga/Rumah Tangga Terda.ftar Sebapi 
Nasabah Bank Sampah. 

(5) Krltcria penilaian indikator Retribuai Sampah 
eebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
a. menetapkan ju mlah Target Wajlb Retribuai; dan 
b. jumlah realisasi peneapaian Target Retribusi. 

(6) Kriteria penilaian indlkator Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayot (2)huruf d meliputl: 
a. tersedianya data objck Pajak Bumi dan Bangunan 

(berdasarkan lembaran SPP'!1; dan 
b. jumlah realisasi pencapaian target PBB tahun 

berjalan. 
(7) Kriteria penilalan indikator SolllberB dan Smart Qty 

aebapimana dimaltsud pada ayat (2)huruf e mehpurr: 
IL volume pelakeanaan rapat/pertemuan setiap bulan; 
b. volume pelaksanaan kerja bakti setiap bulan; 
c jumlah kelompok pengajlan; 
d. pelakaana•n penemuan/rapat kegiatan 

keagamaan/majelis taldim setiap bulan; 
e, terbentuk jadwal ronda; dan 
{. ting)cat ketaatan warp t.erhadap jadwal ronda 

(8) Kriteria penilalan indikator Buku AdmJnistrasi RT dan 
RW eebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf t 
meliputi: 
IL teraedianya 8 (delapan) Buku Administraai RT dan 

RW yang did1atribusikan oleh Kelurahan; dan 
b. jumlah buku dan keaktifan dalam prosee 

pengisian/pencatatan 
(9) Kritetia penilaian indikator Deteksl Dini Komowanan 

Soaial sebagaimana dim.aksud pada ayat (2) huruf g 
mcllputi: 
a. Kerua RT melakukan pemantauan aktivllll8 warga 

yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan 
ketertiban warga; 

b. Ketua RT melaporkan basil pemantauan kepada 
Ketua RW; 

c. Ketua RW melaporkan kepada Wali Kota melalut 
Sadan Kesbangpol Kota Maknaoar. 

(10) Penilaian Indikator Kincrja bagi Ketua RT dart Ketua RW 
dilakukan oleh Tim Penilai yang keanggotaannya terdiri 
ataa; 
a. Bagian Pcmberdayaan Masyarakat Kota Makassar; 
b. Camat; 
e, Lurah; dan 
d. Unsur Perangkat Daerah terkait. 
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Pnsal 29 

(l) Ketua RT clan Ketua RW berhak mendapatkan ineenti! 
eesuai kemampuan kcuangan Daersh, yang berdasar 
pada pcncapaian indikator ldnerja. 

(21 Standar peni!aian ldnerja Ketua RT yakni: 
a. 60 - 70 : Kalegori Cukup, dapat rnemperoleh 

RpS00.000,00 (Uma rarus r!bu rupiah) 
b. 71 - 80 Kategor! Cukup Balk, dapat 

memperoleh Rpl.000.000,00 [satu juta rupiah) 
c. 81 - 90 · Kategori Baik, dapat memperolch 

Rp I 500.000,00 (aatu juta llma ratus ribu rupiah) 
d, 91-100 Kategori Sangat Baile, dapat 

memperoleh Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) 
(3) Standar penilaian kinerja Ketua RW yakni: 

a. 60 - 70 · Kategori Cukup, dape.t memperoleh 
Rp 1.000.000,00 (aatu juta rupiah) 

b. 71- 80 Kategori Cukup Baik, dapat 
memperoleh Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratua 
ribu rupiah) 

c. 81-90 : Kategorl Balk, dapat memperoleh 
Rpl.750.000,00 (aatu juta tajuh mrus lima puluh 
n"bu rupiah) 

d. 91- loo Kategori Sangat Baik, dapat 
mempcroleh Rp2.500.000,00 (dua juta llms rarua 
ribu rupiah). 

(4) Pembayaran jumlah inscntif Kctua RT clan Ketua RW 
~bapimana dimakaud pada ll)'at (2) dan ayat (3), 
dilakukan jika Pendapatan Asli Daerah mencapai 
Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah). 

(5) Biiamana Penda.patan Asli Otterab belum mencapai 
Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah), maka 
pembayaan ineentif Ketua RT clan Ketua RW 
diaesuailcan dengan atandar penilaian ldnerja sebagai 
berikuu 
a. Standar penilaian kinl"rja Krllla RT yakni • 

I. 60 - 70 : Kategori Cukup, dapat mernperoleh 
Rp2SO.OOO,OO (dua ratua lima puluh ribu rupiah) 

2. 71 - 80 Kategort Cukup Baik, dapat 
memperoleh RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

(11) Tun scbagaimana di maksud pada ayat (10) diangkat 
dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

( l 2) Waktu penilalan dilakukan oleh Tim Penilai paling 
lrunbat tanggsl 10 bulan berikutnya 



(I) Pengurua LPM Kelurahan, FK-LPM Kecamatan, dan 
A8o$iaai LPM Kota berkev.ajiban: 
a. melaksanakan tugas dan fungsi LPM sebagai.mana 

dimakaud da1atn Paaal 18 dan Paaal 23; 
b. melakaanakan keputusan musyawarah: 
c, mengelola administrasi L.PM; 
d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan L.PM 

eetiap bulan sekall dan disampaikan kepacla Lurah 
dan Camat untuk diteruakan kepada .Pt-rangkat 
Oaerah yang membidangi l~mbaga kemaeya.rakatan 
Kelurahan; 

e. melakukan konsultaai dan koordinasi kepada Lurah 
dan Carnet serta Perangkat Daerah yAAg membidangi 
urusan lembaga Kemasyarakatan Keluraban terk&it 
permasalahan di wiia,)'ahnya; dan 

r. meneukseskan program Pemerintah Daerah. 
(2) Pengurua LPM Kelurahan, FK·LPM Keaunatan, dan 

flaosiatll I.PM Kota berhak : 
a. menyampalkan saran dan pertimbangan mengenai 

hal yang berhubunpn denpn 1'1"'*'• pem""'1gu~. 
b. melakukan monitoring teThadap pelaksanaan 

pernbangunan diwilayah kerjanya; dan 
c. mendapatkan honorarium aeeuai dcngan 

kemampuan keuanpn daerah. 

Pasal 30 

Bagian Kedua 
KeW1\jiboul dan Hak Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat 

b. Standar penllalan kinerja Ketua RW yaknl: 
1. 60 - 70 Kategori Cukup, da.pat memperoleb 

Rp250.000,00 (dua ratua lima puluh ribu rupiah) 
2. 71 - 80 Kategori Cukup Balk, dapat 

memperoleh RpS00.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah) 

3. 81 - 90 : Kategori Baik, dapat memperoleb 
Rp750.000,00 (tlijuh ratue lima puluh puluh rlbu 
rupiah) 

4. 91-100 Kategori Sangat Baik, dapat 
memperoleh Rpl.000.000,00 (aatu juta rupiah). 

3. 81 - 90 : Kategori Baik, dapat memperoleb 
Rp750.000,00 (tajub ratua lima puluh ribu rupiah) 

4. 9l·100 Kategori Sangat Baik, dapat 
memperoleh Rp 1.000.000,00 (aatu juta rupiah) 
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(I) Pengurua Pl>syandu berkewajiban: 
a. menlngkatk.an Pelayanan Kesehatan di masyarakat; 
b. membantu dan mensu.kaeekan program Pemerintah 

Daerah; 
c. mengernbangkan komunikaal, lnformasi, <Ian 

edllkui kesehatan terkait pemberdayaan 
masyarakat dengan memanfaatkan potcnsi dan 
sumbcr daya berbasls kearifan lokal; 

d. mcmbftngun koonllnasi hntas sektor serta 
membangun kemitraan dengan organisaal 
kemasyarakatan lainnya dan swasta di l\'ila,)ah kerja, 
dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, 

(4) Pengurus Posyandu bcrhak mendapatkan honorarium 
dan inaentif sesuai kemampuan keuangan Daerah yang 
dltetapkan dengan Kepurusan Wall Kot.a. 

Plleal 33 

Bagian Keempat 
Kewajiban clan Hilk Pengurus Pos Pela.>'anan Terpadu 

( 1) Pengurue Karang Taruna berkewajiban membantu 
Pemerintah Daerah dan mengembangkan generasi 
muda dalam membangun karakter yang 
bf>rpengetahuan, berkepnO..dian, terampil, eerdae, 
inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
soetal. 

(3) Peng\lNs dapat diberikan honorarium sesua: dengan 
kemampuan keua:ngan Daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Wall Kota, 

Pasal 32 

Bagian Keempat 
Kewajiban dan Hak Pengurus Ka.rang Taruna 

(I) Pen gurus TP PKK berkewajiban memban tu dan 
mensukseskan prog1 am Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 

(2) Pengurus TP PKK berhak mendape.tkan honoranum 
aesuai kemarnpuan keuangan Daerah yang dltetapkan 
dengan Keputusan Wall Kota. 

Bagjan Ketip 
Kew-,jiban dan Hale Pengurus Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga 

Pasal 31 
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(2) Oiberhent!kan sebagalmaoa dimakaud pada ayat (I) 
huruf e, apabila: 
a. tidal< dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan accara 
tidal< berturut-turut, 

b. melakukan tindak pidana Clan Clltetapkan sebft3ai 
tersangka oleh plhak yang berwajib; atau 

e. terjadl perubahan penyelcnggaraan pemcrintahan 
Daerah dengan berdasar pada perencanaan 
pcmbangunan Daerah. 

(I) Ketua RT dan Kerua RW berhenti apabila: 
a. berakhir masa tugas; 
h meninggal dunia; 
e. mengundurkan dirl atas permintaan sendlri; 
d. tidal< berdomisili lagj di wilayah kcrjanya; dan 
e dJ'bcrbentikan. 

Pasal 35 

Baglan Ked ua 
Pemberhentian 

(I) Ketua RT dan Ketua RW yang tcrpilih ditetapkan 
dcngan Keputusan Wali Kola melalui uaulan Lurah 
yang diketahul oleh Camat, 

(2) Penetapen Kctua clan Pengurus LPM, FK LPM, Aso&iasi 
LPM terpilih d1retapkan dengan Keputusan Wali Kota 
mela.lui usulan Lurah yang diketahui oleh Camat. 

(3) Penetapan dan penetepen pengurua TP PKK Tingkat 
Kota, Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan 
Keputusan Wall Kota. 

(4) Pcnetapan Ketua clan Pcngurua Kara.ng Taruna terpilih 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui usulan 
Lurah yang diketahui Camat. 

(S) Penetapan Pengurua Posyandu duetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota melalui usulan Lurah yang 
diketnhui Ca.mat. 

Baglan Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 34 

BAB YIU 
PENGANOKATAN DAN PEMBERHEN11AN LEMBAOA 

KEMASYARAKATAN KELURAHAN 
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(I) Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan, FK-LPM 
Kecamatan dan Asosiasi LPM Kota berhenti apablla: 
a. berakhir masa tugaa; 
b. mcninggal dunia dMI/ atau berhalangan tetap; 
c. rnengundurkan diri atas permintaaa sendlri: 
d. tidak Jagi berdomiaili dan bertempat tingga1 di 

wilayah kerjanya; atau 
e, dibcrhentikan. 

(2) Diberhentikan eebapllnana chmaksud pada. ayal (I) 
huruf e, apab1la: 
a. tidak dapat melaksanakan tugAs selama 3 (tip) 

bulan berturut-turut; 
b. melakukan tindak pidana dan ditetapkan eebagai 

terdakwa; 
c. tcrjadi perubahan kebijakan dala!n penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
d. terbuktl melakukan perbuatan terceta dan 

menjatuhkan citra et'rta marwah Kel~bagnan LPM; 
dan 

e. melanggar ketentuan peraturan perundang 
undangan 

(2) Mekanisme Pemberhentian Ketua dan Pengurus LPM 
Kelurahan yaltu: 
a. pemberbentian Kctua dan Pcngurus LPM Kelurahan 

diusulkan oleh Lurah bersama FK !,PM Kecamatan 
kepada Wall Kota melnlui Camat dengan 
mcncantumlcan da..ar dan alasan pemberhentian; 

b. dasar usulan pemberhentian sebagalmana dimaksud 
buruf a berpedoman pada ayat (1) dan ayat (2); dan 

c. pemberhcntian Ketua dan Pcngurua LPM Kelurahan 
ditetapka.n dengan Keputusan Wali Kota. 

(31 Mekanlsme Pemberhentian Ketua dan Pengurua FK· 
LPM Kecama1a11 yaitu: 
a. pemberhenrian Ketua dan Pengurus FK-LPM 

Kecamatan dilakukan melalul musyawarah mufakat 
olch Ketua I.PM Kelurahan di wilayahnya; 

b. FK·LPM Kecamatan mengusulka.n pemberhentiao 
Pengurus FK·LPM Ke<:amatan kepada Ca.mat dengan 
mcncantumkan daaar dan alasan pembCThentian; 

c. dasar usulan pemberhentian sebagaimana dirnaksud 
pada huruf b berpedoman pada ayat (I) dan ayat (2); 
dan 

d. Camat mcnyampaikan usulan pemberhentian 
pengurus l'K-LPM Kecamatan kepada Wali Kota 
untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota. 

PafJl\136 
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(lj Pengurus Karan& Taruna berhenti apabila; 
a berakhir ma11& bakti; 
b. mengundurkan diri; 
c. meninggal dunia dan/ a tau berhalangan tetap; 
d. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebqai 

tersan gka; 
e. tidak lagi berdomialli diwilayah kerjanya; dan 
r. diberhentikan. 

(2) Diberhentikan sebagairnana dimaksud l\)'at (11 huruf I, 
apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) 

bulan berturut-turut; 

PasaJ 38 

(I) Pengurus TP PKK Kola, Kecamatan dan Kelurahan 
berhenti apabila: 
a. berakhirnyn masa bakti kepengurusan; 
b. meninggal dunia; 
c. mengundurkan diri; 
d. d1berhenn1<An. 

(2) Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan 
diberhentikan eebagatmana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, ape.bila: 
a. bcrakhir masa kepengurusan; 
b. tidak dapat melakaanakan tugas aelama 3 (tigaj 

bulan eecara berturul·turut tanpa keterangan 
apapun;dan 

c. dinyatalcan beraalah berdasarkan putuaan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana. 

Pasal 37 

(4) Mekanisme Pemberhentian Ketua dan Pengurus 
Asosiasi l..PM Kota yaitu: 
a pemberhenban Ketua dan Pengurus Aaosiasi 1..PM 

Kora dilakukan melalui musyawarah mufakat oleb 
para Ketua FK·LPM Kecamatan. 

b. PK-1..PM Kecamatan mengusulkan pemberhentian 
Pengurus A""8iasl LPM Kota kepada Wali Kola 
melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan 
1.,c,mbega Kemasyarakatan l<elurahan dengan 
mencantumkan dasar dan alaean pemberhentian; 

c. daear usulan pemberhentlan sebagaimana dimakaud 
huruf b berpedoman pada ayal (l) dan ayat (2); dnn 

d. pemberhennan pengurus A.eosiaai LPM Kora 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
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Pasal 41 

(1) Peran serta L..PM eebagai lcmbagll pem~vaan 
kemasyarakatan dilakukan melalui pelakeanaan fungsj 
dan rugas serta kewenangan LPM Kelurahan, FK L..PM 
Keeamatan dan Asosiasi LPM Kota. 

( I] Pe ran serta RT dan RW dilakukan melalui pelakaanaan 
fungsi dan tugae RT serta RW. 

(2) Peran serta sebagaimane dimakaud pada ayat (I), 
dalam bal penyelengganum rungsi-fungsi pcmerintahan 
dan pela,yanan kcpada warga masyarakat. 

Paaal 4-0 

BAB IX 
PERAN SERTA LEMBAOA 

KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

(1) Pengurue Posyandu bcrhenb bil.amana: 
a. berak hlr rnasa baktl; 
b. ddak melaksanakan tugas aelama (3) bulan berturut­ 

turut; 
c. melakulcan tindak pidana dan di tetapkan sebagai 

tersangka; 
d. mengundurkan diri; 
e, meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap; 
r. tidak. lagi bcrdomisili diwilayah kerjanya; 
g. diberhent:ikan. 

(2) Oibcri:icntikan aebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 
g, bilamana: 
a. tidak mclaksanakan tus-e 8Clama 6 (cnam) bulan 

berturut-turut: 
b. melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan 

aebagai tersangka; dan/atau 
c. melakukan perbuatan terccla. 

Pasal 39 

b. melakulcan tindak pidana clan ditetaplcan aebagiu 
tersangka.; 

c. terbukti melakukan perbuatan tercela dan 
menjatuhkan citra sena marwah Kelembapa.n 
Karang Taruna; dan/atau 

d. melanggar ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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Pasal 44 

(1) Peran serta Posyandu dalam pelibatsn pemerintah clan 
maayarakllt dibutuhkan guna mewujudkan Posyandu 
yang multi fungsi agar tingkat kesehatan kelurahan 
lebib balk. 

(2) Peran sena aebagalmana dlmaksud dalam ayal 
( l)sakni upaya keaehatan yang bersumber daya 
masya.rakat dalam penyelenggnraan pemba.ngunan 
lcc.idultan sena percepatan pelayanan kesehatan dasar 
di kelurahan. 

Pa.sat 43 

(1) Peran serta Karang Taruna dllakukan berdasarkan 
fungsi, tugas dan kewen.angan yang berlanda6kan pada 
pancaeila clan Undang·undang Dasar Negara Keaatuan 
Republik Indonesia 1945. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pads. ayat (l), 
dalam bal pengembangan dalam mewltjudkan jiwa 
908lal, kemandirtan. kebersamaan, pertisipasi, lokal 
dan otonom dan nonpertisan. 

Pasal 42 
(I) Untuk mempercepe.tpelakaanaan 10 (eeputuh) program 

pokok PKK melalui gerakan PKK dapat mellba.tkan 
pertisipaai masyarakat, lembaga kemaayarakatan dan 
lembaga tninnya. 

(2) Partisipasi masyarakat aebaga1mana c:limaksud pada 
ayat (1) mulai tahap perencanaan, pelaln1anaan dan 
pemngkatan kape.sitas sumber dsya manullia. 

(3) MMyarakat sebagaimana dimakaud pada l\)'Bt (1) 
paling aedikit mt>liputi. 
a. tokoh adat 
b. tokoh masyani.kat; 
c. tokob agams; 
d. tokoh pcndidlkan; dan 
e. kelompok meayarakat dan kelompok masyarakat Jain 

scauain dengan kondisi 110sial budaya. 

(21 Peran serta aebagalmans dimaksud pads ayat (l ), 
dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan 
monitoring pembangunan kemaaysrakatsn. 
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lembaga kemasyarakatan 
beni!fat konsultatif dan 

BABXI 
HUBUNOAN KERJA 

Pasal 47 

(I) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 
dan Pemerintah Daerah beraifat: 
IL kemitra.an; 
b. koordinatif; dan 
c. konsultatif. 

(21 Hubungan kel)I!. antar 
lalnnya di kelurahan 
koordinatif. 

Wall Kotn melakukan pengawaaan eeeara umum terhadap 
lembaga kemasyarakatan dalam ha! penataan pelaksanaan 
l\Jngsi, tugas, kewenangan dan peran eerta RT, RW. LPM. 
FK·LPM, Asoslasi LPM, PK.K, Karang Taruna dan Posyandu. 

Pasal 46 

Bagian Kedua 
Pengawaaan 

(1) Wall Kota melakukan pemblnaan secara umum 
ttthadap penataan Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan ketua RT dan ketua RW,LPM, FK-LPM, 
Asoeiasi LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu; 

(21 Pembinaan sebagaimana dimakaud pada ayat (II, 
dilakukan dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas. dan 
kewenangan RT, RW, LPM, FK-LPM, Asosiasi, Karang 
Taruna dan Po8yandu. 

Pasal 45 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

LEMBAOA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN 
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(5) Penetapan Penjabat Ketua LPM, Penjabet Ketua FK­ 
LPM, Penjabat Ketua Asosiasl LPM sebagannana 
dimakaud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan 
Wali Kota melalui uaulan Lurah yang diketahui Camat. 

(6) Penjabat Ketua LPM, Penjabat Ketua FK LPM, dan 
Penjabat Ketua Asosiaai LPM aeba81'irnana dimakllud 
pada ayat (4), berakhir setelah Kctua I.PM, Ketua FK 
LPM dan Ketua Asosiaa! I.PM dcfinitif ditetapkan. 

t.ama. 

BABXIV 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pas!ll SO 
(I) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang relah 

dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, 
tetap diakui keberndaannya sebagai Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan. 

(2) Penjabat Kotua RT dan Ketua RW yang ada sebelum 
berlakunya Peraturan Wali Kota mi, tetap 
melaksanakan tugas sampai terpihhnya Ketua RT clan 
Kctua RW dcflnitif. 

(3) Penjabat Ketua RT dan Kctua RW sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diberikan pernbayaran inscntif 
scjak ditetapl<.e.nnya Kcputusan Wall Kota tcntang 
Penetapan Penjabat Ketua RT dan Ketua RW. 

(4) Untuk mengisl kekosongan kepengurusan LPM, FK 
LPM dan AllO&iasi LPM, Pemerintah Oacrah dapat 
menunjuk Pertjabat Kctua LPM, Penjabat Ketua FK LPM 
dan Penjabat Kctua Aaosiasi LPM yang baru atau Ketua 
LPM, Ketua FK LPM dan Ketua A808iaai LPM yang 

Sumber anggaran kegiatan Lembaga Kcmasyarakatan 
Kelurahan bersurnber dari Anggarnn Pendapatan dan 
Belanja Dacrab dan sumber dana lain yang aah dan tldak 
mengikat sesua! ketentuan peraturan perundang· 
undangan. 

BAB Xlll 
PEMBIAYAAN 

Pasal 49 

Masa baktl Ketua dan Pengurua Lembaga Kcmasyarakatan 
Kelurahan selama 5 (lima) Tahun terhitung l!Cjak penetapan. 

Pasal 48 

BAB XU 
MASA BHAKTI KETUA DAN PENOURUS LEMBAOA 

KEMASYARAKATAN KELURAHAN 
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Diundangkan di Mal<assar 
pada tanggal, 

M R 
SERITA OAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal. 

WAl,I KOTA MAKASSA

ro 

Ai!1J.r eetiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundengan Peraturan Wall Kota iru dengan 
penempatannya dalam Serita Oaerab Kota Mako.ssar. 

Peraruran Wall Kota ini rnulai berlaku pada tanggal 
diundangj(an. 

Pasal 52 

Pada :iaat Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku, Peraturan 
Wall Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan 
Kelembagaan dan Perkuatan Fungai Ketua Rukun Tetangga 
dan Ketua Rukun W&rflll, dlcabut dan dinyatakan tidak 
ber\aku. 

PaMI 51 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
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